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Keywords Abstract

Ushul figh is a discipline that functions as a methodological framework in
Ushul Figh, Islamic | the process of formulating Islamic law. Its role is not merely theoretical,
Law, Ijtihad, Legal but also serves as a dynamic foundation of legal reasoning in responding
Dynamics to social and intellectual developments. This article aims to examine ushul
figh as a dynamic foundation of Islamic legal thought using a conceptual
and descriptive-analytical approach. The discussion focuses on the
definition of ushul figh, its function and urgency in Islamic law, and its
relevance in addressing contemporary issues. The study concludes that
ushul figh possesses methodological flexibility that enables Islamic law to
remain contextual while preserving its fundamental values.

Ushul figh merupakan disiplin ilmu yang berfungsi sebagai kerangka
metodologis dalam proses penetapan hukum Islam. Keberadaannya tidak
hanya berperan sebagai kumpulan teori, tetapi juga sebagai landasan
berpikir yang bersifat dinamis dalam merespons perkembangan zaman.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran ushul figh sebagai landasan
dinamis pemikiran hukum Islam dengan menggunakan pendekatan
konseptual dan deskriptif-analitis. Pembahasan difokuskan pada
pengertian ushul figh, fungsi dan urgensinya dalam hukum Islam, serta
relevansinya dalam menghadapi problematika kontemporer. Hasil kajian
menunjukkan bahwa ushul figh memiliki fleksibilitas metodologis yang
memungkinkan hukum Islam tetap kontekstual tanpa kehilangan nilai-nilai
dasarnya.
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Introduction

Hukum Islam merupakan produk pemikiran manusia dalam memahami dan
menerapkan syariat. Figh tidak muncul begitu saja; ia lahir dari proses panjang penafsiran
nash oleh para ulama. Agar hukum yang dihasilkan konsisten dengan prinsip syariat dan
relevan dengan perkembangan masyarakat, diperlukan kerangka metodologis, yaitu Ushul
Figh. Ushul Figh tidak hanya membahas sumber hukum, tetapi juga metode penetapan
hukum, tingkat kepastian hukum, serta cara menyesuaikan hukum dengan kondisi
kontemporer (Al-Shatibi, Al-Muwafaqat, 2003).

Secara etimologis, Ushul Figh berasal dari kata “ushul” yang berarti dasar atau pokok,
dan “figh” yang berarti pemahaman hukum. Dengan demikian, Ushul Figh adalah ilmu yang
mempelajari kaidah dan prinsip pengambilan hukum dari sumbernya, sekaligus membedakan
hukum yang bersifat pasti (qat‘i) dan perkiraan (zanni) (Kamali, Muhammad Hasim, 2003).
Di era modern, tantangan baru muncul, seperti perkembangan teknologi, transaksi digital,
dan masalah etika kesehatan. Tanpa kerangka Ushul Figh, hukum Islam akan kesulitan
menjawab kasus-kasus yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash klasik.

Selain itu, Ushul Figh berfungsi sebagai instrumen dinamis yang memungkinkan
hukum Islam menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Konsep maqasid al-shari’ah
menjadi penegas pentingnya kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kerugian dalam
pengambilan hukum (Abd. Rahman Dahlan, 2018). Dengan demikian, Ushul Figh
menjembatani antara teks hukum klasik dan praktik kontemporer, memastikan hukum tetap
relevan sekaligus sah secara syariat.

Method

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan
melalui penelaahan terhadap berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan objek kajian,
baik berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, maupun dokumen akademik lainnya. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan deskriptif-analitis.
Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar ushul fikih sebagai
landasan metodologis dalam penetapan hukum Islam, sedangkan pendekatan deskriptif-
analitis digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis relevansi ushul fikih dalam
menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer (Zed, 2018). Melalui pendekatan
ini, data yang diperoleh dianalisis secara sistematis dengan menghubungkan teori-teori ushul
fikih, prinsip-prinsip ijtihad, giyas, ijma', dan maqasid al-syariah schingga diperoleh
pemahaman yang komprehensif mengenai peran ushul fikih sebagai landasan dinamis
pemikiran hukum Islam (Sugiyono, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh dari literatur utama yang membahas ushul fikih, seperti karya Imam al-
Syafi'i, Al-Shatibi, Muhammad Hashim Kamali, Wael B. Hallaq, dan Yusuf al-Qaradawi.
Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu,
buku pendukung, serta dokumen ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mengidentifikasi,
mengklasifikasikan, serta mencatat informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.
Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu
menafsirkan isi literatur secara sistematis untuk menemukan hubungan antar-konsep dan
menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian (Krippendorff, 2019).
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Result and Analysis
Menggagas Pemahaman Kata Ushul Figh

Ushul Figh merupakan ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar dan metode
pengambilan hukum syariat dari sumbernya, yaitu Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas. Secara
etimologis, kata “ushul” berarti dasar atau pokok, sedangkan “figh” berarti pemahaman
hukum (Abdul Wahhab Khallaf, 2019). Dengan demikian, Ushul Figh dapat dipahami
sebagai landasan intelektual dan metodologis untuk menafsirkan nash serta menetapkan
hukum yang sesuai dengan prinsip syariat.

Secara historis, Ushul Figh mulai berkembang sejak masa sahabat dan tabi’'in. Pada
awalnya, pengambilan hukum dilakukan secara langsung dari Al-Qur’an dan Hadis. Namun,
seiring bertambahnya kompleksitas masyarakat dan munculnya persoalan baru, muncul
kebutuhan untuk merumuskan kaidah yang sistematis. Pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriyah,
ulama seperti Al-Shafr’i mulai menulis karya Ushul Figh yang merinci metode pengambilan
hukum, termasuk penggunaan nash, qiyas, dan ijma’ sebagai sumber hukum (Kamali,
Muhammad Hashim, 2003).

Pengertian Ushul Figh ini juga sesuai dengan prinsip Al-Qur’an yang menekankan
pentingnya petunjuk dalam memahami hukum:
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di
antara kamu.” (QS. An-Nisa: 59)

Menurut ulama kontemporer, Ushul Figh bukan sekadar teori hukum klasik, tetapi juga
instrumen dinamis untuk menghadapi permasalahan modern. Fungsi utama Ushul Figh
antara lain: Memberikan metode yang sistematis bagi seorang mujtahid dalam merumuskan
hukum baru sesuai konteks; Membedakan hukum yang bersifat qat (pasti) dengan hukum
zanni (perkiraan), sehingga keputusan hukum lebih tepat dan akurat; Menjadi dasar
penerapan maqasid al-shari’ah, seperti menjaga kemaslahatan, keadilan, dan mencegah
kerugian umat; Menjadi alat untuk menyesuaikan hukum klasik dengan isu
kontemporer, misalnya perbankan digital, transaksi elektronik, hukum keluarga modern, dan
bioetika (Ahmad Hasan, 2017).

Dalam praktik kontemporer, Ushul Figh memungkinkan pengambilan keputusan
hukum yang tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial, politik,
dan ekonomi. Misalnya, dalam transaksi fintech, ulama menggunakan kaidah qiyas untuk
menentukan hukum akad baru yang tidak disebutkan dalam nash klasik. Demikian pula dalam
bidang bioetika, Ushul Figh menjadi pedoman untuk mengeluarkan fatwa terkait
transplantasi organ, inseminasi buatan, atau vaksinasi, dengan memperhatikan maslahat umat
(Hallaq, 1997).

Dengan demikian, pengertian Ushul Figh mencakup dimensi historis, metodologis,
dan praktis, yang menjadikannya landasan penting bagi pengembangan hukum Islam yang
adaptif dan dinamis. Melalui penguasaan Ushul Figh, seorang mujtahid atau ulama dapat
memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tetap konsisten, sah, dan relevan dengan
perkembangan zaman (Yusuf al-Qaradawi, 2000).
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Prinsip-prinsip Dasar Ushul Figh
Prinsip-prinsip dasar Ushul Figh membentuk kerangka metodologis bagi pengambilan
hukum Islam. Prinsip ini menjelaskan sumber hukum, kaidah interpretasi, dan metode
penerapan hukum pada situasi yang berbeda. Secara umum, prinsip-prinsip tersebut meliputi:
1. Al-Qur’an sebagai sumber utama hukum: Segala hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an,
yang merupakan petunjuk utama bagi manusia. Ayat-ayat Al-Qur’an mengandung hukum
yang bersifat qat‘i maupun zanni, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam untuk
menafsirkan teksnya sesuai konteks (Amir Syarifuddin, 2019).
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di
antara kamu.” (QS. An-Nisa: 59).

2. Hadis sebagai penjelas dan pendukung Al-Qur’an: Hadis Nabi Muhammad SAW
menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an dan memberikan pedoman praktik. Dalam Ushul Figh,
hadis sahih dijadikan rujukan utama untuk menetapkan hukum yang tidak disebutkan
secara eksplisit dalam Al-Qur’an (Asaf A.A. Fyzee, 2015).

3. Ijma’ (konsensus ulama): Ijma’ berfungsi untuk memperkuat hukum yang telah disepakati
generasi ulama sebelumnya. Prinsip ini menunjukkan kesepakatan ilmiah dan sosial,
sehingga hukum yang disepakati memiliki validitas tinggi dan diterima dalam Masyarakat
(Hasbi Ash-Shiddieqy, 2018).

4. Qiyas (analogi): Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum pada kasus baru dengan
mengambil persamaan hukum dari kasus yang telah ditentukan nash-nya. Contohnya,
larangan riba pada pinjaman konvensional diterapkan pada pinjaman berbasis fintech
melalui analogi hukum, sehingga tetap sah syariat (Jasser Auda, 2021).

Selain itu, prinsip-prinsip dasar Ushul Figh juga mencakup kaidah-kaidah umum
yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum, antara lain: a. Al-Maslahah al-Mursalah
(pertimbangan kemaslahatan umum): Hukum ditetapkan untuk mencapai maslahat dan
mencegah kerugian bagi umat. b. Al-Darar Yuzal (mencegah bahaya atau kerugian): Hukum
Islam menekankan pencegahan kerugian sebagai prinsip utama. c¢. Al-Umur Bi Maqasidiha
(sesuai dengan tujuan syariat): Setiap hukum harus sesuai dengan tujuan syariat, menjaga nilai-
nilai moral, sosial, dan kemanusiaan (Mohammad Daud Ali, 2020).

Gl 253 Sl g
“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat
bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya: 107).

Penerapan prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam konteks kontemporer. Misalnya,
dalam transaksi perbankan modern, akad murabahah, mudharabah, dan ijarah perlu
ditafsirkan dengan kaidah giyas dan prinsip maslahat agar sah secara syariat dan memberikan
manfaat bagi masyarakat. Dalam hukum keluarga, prinsip ini digunakan untuk menafsirkan
hak-hak perempuan, waris digital, dan penyelesaian konflik keluarga modern (Muhammad
Abu Zahrah, 2018).

Demikian pula dalam hukum lingkungan, kaidah maslahat dan mencegah kerugian
menjadi pedoman untuk menetapkan hukum yang sesuai syariat sekaligus menjaga
keberlanjutan lingkungan.
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Dengan memahami prinsip-prinsip dasar Ushul Figh, seorang ulama atau praktisi
hukum Islam mampu mengambil keputusan hukum yang tepat, konsisten, sah secara syariat,
dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Kamali, Muhammad Hashim,
2003).

Dinamika Ushul Figh Dalam Pemikiran Hukum Islam

Ushul Figh bersifat dinamis karena memberikan fleksibilitas melalui ijtihad, yakni usaha
seorang mujtahid menafsirkan nash dengan memperhatikan konteks zaman dan kondisi
masyarakat. Ijtihad ini memungkinkan hukum Islam diterapkan dalam kasus-kasus yang
belum secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an atau Hadis. Dinamika Ushul Figh terlihat
jelas ketika hukum Islam menghadapi tantangan kontemporer, mulai dari transaksi digital,
perbankan syariah, e-commerce, hukum lingkungan, bioetika, hingga isu-isu modern seperti
vaksinasi dan hak-hak konsumen (Noorhaidi Hasan, 2020).

Selain itu, Ushul Figh memungkinkan pengembangan maqasid al-shari’ah,
menekankan kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kerugian. Contoh penerapannya
terlihat dalam sistem perbankan syariah. Misalnya, akad murabahah yang digunakan dalam
transaksi jual-beli modern memerlukan interpretasi hukum yang tidak secara langsung
ditemukan pada nash klasik. Dengan prinsip Ushul Figh, akad ini dapat dinyatakan sah karena
memenuhi kaidah syariah dan maslahat bagi masyarakat (Yusuf al-Qaradawi, 2000).

Dinamika ini juga tercermin dalam hukum keluarga modern. Contohnya, dalam kasus
hak waris digital atau pembagian warisan yang melibatkan aset elektronik, Ushul Figh
menyediakan kerangka untuk menafsirkan hukum klasik agar relevan dengan konteks zaman
(Nur Chamid, 2021). Begitu pula pada isu bioetika, seperti transplantasi organ, inseminasi
buatan, atau penggunaan teknologi kesehatan, Ushul Figh memungkinkan ulama melakukan
penyesuaian hukum berdasarkan prinsip maslahat, tanpa melanggar nash (Al-Shatibi, Abu
Ishaq, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah, 1997).

Lebih jauh, dinamika Ushul Figh tidak hanya terjadi pada ranah hukum formal, tetapi
juga dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat. Misalnya, ijtthad kontemporer dapat
menyesuaikan hukum zakat, wakaf, dan sedekah untuk disalurkan melalui sistem digital,
sehingga lebih efisien dan tepat sasaran. Dengan demikian, Ushul Figh memastikan hukum
Islam tetap relevan, responsif terhadap perubahan zaman, dan tetap berlandaskan prinsip
syariat.

Selain itu, dinamika Ushul Figh membuka ruang bagi dialog antarmazhab atau
pemikiran hukum yang berbeda. Perbedaan interpretasi di kalangan ulama sering kali
dianggap sebagai kekayaan intelektual dalam Islam karena menghasilkan solusi hukum yang
beragam namun tetap sah syariat. Fenomena ini memperkuat konsep fleksibilitas dalam
hukum Islam, menunjukkan bahwa Ushul Figh bukan sekadar teori, tetapi instrumen yang
hidup dan adaptif (Hallaq, Wael B., A, 1997).

Dengan kata lain, Ushul Figh mampu menjembatani antara teks hukum klasik dengan
kebutuhan umat modern, menjadikan hukum Islam tidak statis, tetapi selalu menyesuaikan
diri dengan realitas sosial, ekonomi, dan teknologi kontemporer (M. Nur Kholis Setiawan,
2021).

Dinamika ini menegaskan bahwa penguasaan Ushul Figh sangat penting bagi setiap
ulama dan praktisi hukum Islam agar dapat memberikan fatwa dan keputusan hukum yang
tepat, relevan, dan bermanfaat bagi umat.

Relevansi Ushul Figh Di Era Kontemporer
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Ushul Figh tetap relevan dalam konteks modern karena menyediakan kerangka
metodologis yang memungkinkan hukum Islam diterapkan secara sah dan adaptif terhadap
perubahan zaman. Salah satu contoh paling nyata adalah perbankan syariah (Muhammad
Taufik dan Ahmad Munif, 2023). Prinsip-prinsip Ushul Figh digunakan untuk menafsirkan
akad-akad baru, seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah, sehingga transaksi digital dan
keuangan modern tetap sesuai syariat. Selain itu, qiyas dan ijtthad digunakan untuk
menetapkan hukum baru dalam transaksi yang belum secara eksplisit disebutkan dalam nash
klasik (Kamali, Muhammad Hashim, 2003).

Di bidang bioetika, relevansi Ushul Figh terlihat dalam penentuan hukum terkait
transplantasi organ, inseminasi buatan, dan vaksinasi. Fatwa yang dihasilkan berdasarkan
prinsip Ushul Figh dan maqasid al-shari’ah memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya
sah secara syariat tetapi juga menjaga kemaslahatan umat, kesehatan masyarakat, dan etika
medis (Wahbah Az-Zuhaili, 2017).

Relevansi Ushul Figh juga terlihat dalam hukum keluarga modern, termasuk hak waris
digital, penyelesaian konflik rumah tangga berbasis teknologi, serta hak-hak perempuan
dalam keluarga. Kaidah Ushul Figh, seperti al-maslahah al-mursalah (pertimbangan
kemaslahatan) dan al-darar yuzal (mencegah kerugian), digunakan untuk menyesuaikan
hukum klasik agar relevan dengan dinamika sosial keluarga modern (Al-Shatibi, Abu Ishaq,
Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah, 1997).

Selain itu, Ushul Figh memiliki peran penting dalam hukum lingkungan dan sosial,
karena prinsip mencegah kerugian dapat diterapkan untuk mengatur pengelolaan sumber
daya alam, perlindungan lingkungan, dan kebijakan publik yang berbasis syariat. Misalnya,
fatwa terkait pengelolaan limbah industri atau praktik pertanian berkelanjutan dapat
dirumuskan dengan merujuk pada prinsip maslahat dan pencegahan kerugian (Yusuf al-
Qaradawi, 1999).

Lebih jauh, Ushul Figh memungkinkan adaptasi hukum terhadap perkembangan
teknologi, seperti aset digital, mata uang kripto, dan transaksi online. Prinsip ijtihad, qiyas,
dan maqasid al-shari’ah digunakan untuk menilai keabsahan transaksi dan memberikan
pedoman hukum yang relevan tanpa melanggar prinsip dasar syariat(Yusuf Musa, 2018.).

Dengan demikian, relevansi Ushul Figh di era kontemporer tidak hanya terletak pada
aspek hukum formal, tetapi juga pada kemampuan hukum Islam untuk menjembatani teks
klasik dengan kebutuhan masyarakat modern. Dinamika ini menegaskan bahwa penguasaan
Ushul Figh menjadi sangat penting bagi ulama, praktisi hukum, dan lembaga fatwa agar
hukum Islam tetap adaptif, sah, dan bermanfaat bagi umat.

Tantangan dan Implementasi Ushul Figh

Meskipun Ushul Figh menawarkan kerangka dinamis untuk pengambilan hukum,
penerapannya menghadapi sejumlah tantangan, baik secara teoritis maupun praktis. Salah satu
tantangan utama adalah :

1. Perbedaan ijtihad antar ulama. Perbedaan ini dapat menghasilkan variasi hukum yang
berbeda untuk kasus yang sama, meskipun tetap sah secara syariat. Fenomena ini
sering terjadi pada masalah baru seperti fintech, aset digital, atau hukum keluarga
berbasis teknologi, yang memerlukan interpretasi hukum yang relevan dengan
konteks modern (Zainuddin Ali, 2022).

O30 Y 0 300 (R gles 1) g s, ) S e Wi T
Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki
yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang
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mempunyai pengetahuan (Kamali, Muhammad Hashim, 2008) jika kamu tidak
mengetahui. (QS. An-Nahl: 43).

2. Tantangan kedua adalah kompleksitas isu kontemporer, seperti hukum bioetika,
teknologi kesehatan, lingkungan, dan sosial-ekonomi. Misalnya, penentuan hukum
terkait vaksinasi, inseminasi buatan, atau transplantasi organ memerlukan ijtihad yang
mendalam agar keputusan hukum tetap sah syariat dan sesuai dengan maslahat umat
(Mardani, 2021).

3. Tantangan ketiga adalah kesadaran masyarakat dan praktik implementasi hukum.
Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep maqasid al-shari’ah dan
prinsip-prinsip Ushul Figh, sehingga penerapan hukum terkadang kurang optimal.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendidikan hukum Islam yang komprehensif,
pelatihan bagi ulama, serta penyuluhan hukum berbasis Ushul Figh agar hukum Islam
dapat diterapkan secara adaptif dan efektif (Abdullah Saeed, 2018).

Di sisi implementasi, lembaga fatwa, perguruan tinggi Islam, dan organisasi keagamaan
memiliki peran strategis. Mereka harus memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya
sah secara syariat tetapi juga responsif terhadap perkembangan zaman (Ahmad Fauzi, 2022).
Contoh nyata adalah fatwa terkait perbankan digital, hak waris digital, atau perlindungan
lingkungan yang disusun berdasarkan prinsip Ushul Figh dan maqasid al-shari’ah (Al-Shatibi,
Abu Ishaq, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah, 1997).

Lebih jauh, integrasi Ushul Figh dengan teknologi informasi dan komunikasi dapat
memperluas jangkauan hukum Islam, seperti aplikasi fatwa digital, sistem perbankan syariah
online, dan platform pendidikan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Ushul Figh tidak
hanya relevan di ranah akademik, tetapi juga praktis dan adaptif dalam kehidupan sehari-hari
umat Islam (Yusuf al-Qaradawi, 1999).

Conclusion

Ushul Figh merupakan landasan dinamis hukum Islam yang memungkinkan
pengambilan hukum tetap sah syariat sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman.
Melalui penguasaan prinsip-prinsip dasar, ijtihad, qiyas, dan penerapan maqasid al-shari’ah,
hukum Islam mampu menghadapi tantangan kontemporer, termasuk transaksi digital,
perbankan syariah, bioetika, hukum keluarga modern, dan perlindungan lingkungan.

Dinamika Ushul Figh menjembatani antara teks klasik dan kebutuhan umat modern.
Ia bukan sekadar teori hukum, tetapi instrumen praktis yang dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari, lembaga fatwa, pendidikan hukum, serta kebijakan publik berbasis
syariat.

Selain itu, penguasaan Ushul Figh memperkuat kemampuan ulama dan praktisi hukum
untuk merumuskan hukum baru yang relevan, sah secara syariat, dan sesuai prinsip
kemaslahatan umat. Dengan demikian, Ushul Figh menegaskan bahwa hukum Islam tidak
statis, melainkan hidup, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, teknologi,
dan budaya.

Lebih jauh, penerapan Ushul Figh yang tepat akan meningkatkan kualitas fatwa,
kebijakan hukum, dan praktik syariah dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan umat Islam
untuk memecahkan masalah baru dengan cara yang tetap selaras dengan nilai-nilai syariat,
sekaligus menjaga prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kerugian. Oleh karena itu,
Ushul Figh tidak hanya penting bagi ulama dan praktisi hukum, tetapi juga menjadi fondasi
bagi pengembangan hukum Islam yang relevan, modern, dan berkelanjutan.

Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam Volume 2 Nomor 1 Tahun 2026 # 7



Contribution of Research

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ushul fikih
dengan menegaskan bahwa ushul fikih tidak hanya berfungsi sebagai dasar metodologis
dalam penetapan hukum Islam, tetapi juga sebagai kerangka berpikir yang dinamis dalam
merespons berbagai persoalan kontemporer. Melalui kajian konseptual, penelitian ini
memperkuat pemahaman mengenai relevansi prinsip-prinsip ushul fikih dalam menjaga
keseimbangan antara ketentuan syariat dan perkembangan sosial, ekonomi, serta teknologi,
sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan pemikiran hukum Islam di era modern.

Limitation of Research

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode penelitian
kepustakaan dengan pendekatan konseptual, sehingga seluruh analisis didasarkan pada kajian
literatur tanpa didukung oleh data empiris dari penelitian lapangan. Selain itu, pembahasan
hanya difokuskan pada konsep dan relevansi ushul fikih secara umum, sehingga belum
mengkaji secara mendalam penerapannya pada kasus-kasus tertentu di berbagai bidang
hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat
mengombinasikan kajian konseptual dengan penelitian empiris agar menghasilkan analisis
yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Declaration of Conflict of Interest

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini tidak memiliki konflik kepentingan dalam
bentuk apa pun. Penelitian dilaksanakan secara independen, bebas dari pengaruh pihak
tertentu, serta mematuhi prinsip-prinsip etika akademik dalam proses penyusunan dan
publikasi artikel.
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